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INTISARI 

 

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam 

Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku 

Asmat Di Kabupaten Asmat. Hasil penelitian bertujuan untuk  mengetahui dan 

mengkaji sejauh mana Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan 

Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di 

Kabupaten Asmat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum 

normatif, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum dari literatur dan 

pendapat dari para nara sumber tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua 

Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran 

Suku Asmat Metode pengumpulan data melalui wawancara dan Studi 

Kepustakaan. Analisis datameliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, iterpretasi, 

dan menilai hukum positif. 

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perlu peran 

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam rangka 

melindungi ukiran suku Asmat karena memiliki kewenangan khusus berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua. Berdasarkan kewenangan khusus ini Pemerintah Provinsi Papua dan 

Pemerintah Kabupaten Asmat dapat membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan 

Daerah, karena Peraturan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting 

sebagai payung hukum di daerah berdasarkan hirarki peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi dasar bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata sebagai dinas teknis terkait berkerjasama dengan Organisasi Lembaga 

Masyarakat Adat Asmat (LMAA), dalam melakukan  pengawasan dan pendataan 

terhadap semua motif ukiran dari 12 rumpun suku Asmat. Peraturan Daerah 

tersebut dibentuk berlandaskan asas filosofis, sosiologis dan yuridis dengan 

mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggidan norma-norma 

hukum adat yang belaku secara khusus, yang mengatur tentang perlindungan 

terhadap hak kekayaan intelektual ukiran suku asmat di Kabupaten Asmat. 

 

Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah Provinsi Papua, Kepastian Hukum, Hak 

Kekayaan Intelektual, Ukiran Suku Asmat, Kabupaten Asmat. 
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ABSTRACT 

 

 

The study with title of The Policy of the Government of Papua Province in 

Giving Legal Assurance for Asmat Tribe’s Intellectual Property Right of Carving 

aims at finding out how the policy of the government of Papua Province in giving 

legal assurance for Asmat tribe’s intellectual Property Right of carving in Asmat 

Regency. The study was conducted by a normative method based on literature or 

seconday data as well as primary legal materials such legislations. The secondary 

legal materials collected from legal and non-legal opinions in literatures provide 

explanation for the primary materials that were collected from informants about 

the policy of the government of Papua Province in giving legal assurance Asmat 

tribe’s intellectual Property Right of carving. The data were collected by interview 

and literature study, while the data analysis was carried out through description, 

systematization, analysis, interpretation, and asessment of positive law. 

Based on results of the study, it can be concluded that the Government of 

Papua Province should play the role of protecting the Asmat tribe’s carving due to 

the fact that it has special autonomy in accordance with on Law No. 21/2001 on 

Special Autonomy for Papua Province. By the special autonomy, the Government 

of Papua Province in general and the Government of Asmat Regency in particular 

can issue the policy in form of local regulation because the Local Government has 

an important role as legal protection in the region based on the hierarchy of the 

prevailing regulations. Such regulations can be the bases for the Local Apparatus 

Working Units (SKPD), i.e. Subdepartment of Culture and Tourism as a relevant 

technical subdepartment in a cooperation with the Asmat Customary Community 

Institution Organization (Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Asmat—LMAA), 

to inspect and collect data on all carving motives from 12 clusters of Asmat tribes. 

The local regulation is formulated on the basis of philosophical, sociological, and 

juridical principles in accordance with the higher level of prevailing legislations in 

general and customary legal norms in particular that regulate protection over the 

Asmat tribe’s Intellectual Property Rights of Carving in Asmat Regency. 

 

Keywords: Policy, Government of Papua Regency, Legal Assurance, Intellectual 

Property Right, Asmat tribe’s Carving, Asmat Regency 
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